
NOTULA PERTEMUAN 
KOORDINASI RENCANA IMPLEMENTASI  PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT) DAN 

PENENTUAN KUOTA UNTUK KELOMPOK NELAYAN  KECIL 
 
 
Hari/ Tanggal : Senin/ 25 November 2024 
Tempat : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 
No. Undangan : 500.5.2/571/DISKP/XI/2024 (Lampiran 1) 
Agenda : Agenda tentatif dilampirkan (Lampiran 2) 
Jumlah peserta : 16 orang (Lampiran 3) 
Notulis : Rosida Idriss dan Prawira Atmaja Tampubolon 
 
 

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman antar para pemangku 

kepentingan dalam menyusun perencanaan kegiatan pada implementasi penangkapan ikan 

terukur (PIT) dan penentuan kuota untuk nelayan kecil. Pertemuan dimulai pada pukul 09.45 WIB 

dan selesai pada pukul 13.00 WIB. Seluruh agenda terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. 

Foto-foto kegiatan ini disajikan pada Lampiran 4. 

 

PEMBUKAAN, SAMBUTAN, DAN FOTO BERSAMA 

 Acara dibuka oleh Ibu Jenny Masniari (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) yang mewakili 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada pukul 9.45 WIB. Lebih lanjut, 

setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dan berdoa, Ibu Jenny memberikan 

sambutan kepada para undangan yang hadir dengan poin-poin sebagai berikut:  

1. Himbauan untuk berpikir bersama tentang penentuan kuota untuk nelayan kecil dan tata 

caranya. 

2. Untuk dapat menentukan kuota bagi nelayan kecil, maka kapal-kapal harus terdaftar. 

3. Kemajuan FIP Cumi perlu terus dilakukan dan dihimbau untuk berkonstribusi bersama 

untuk mencapai fishery rating yang bagus. 

 

SESI PEMAPARAN 1 (Moderator: Dr. Ahmad Muhtadi Rangkuti) 

Paparan I: Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 

dalam mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur); dan 

Paparan III: Kondisi terkini dan kelengkapan data pendukung pengaturan kuota untuk 

nelayan kecil (produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan, 

jumlah alat penangkapan ikan, dan jumlah nelayan) dari kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di WPP NRI 

571 

Paparan I dan paparan III dibawakan oleh Ibu Jenny Masniari. Beberapa poin yang 

disampaikan, meliputi: 



• Menghimbau perizinan kapal kapal harus ada dan dilaksanakan melalui sistem 

informasi pendaftaran kapal perikanan.  

• Produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan ukuran kapalnya, jumlah dan jenis alat 

tangkapnya, dan jumlah nelayan pada tahun 2023 ditampilkan pada saat 

presentasi 

• Jumlah nelayan di Sumatera Utara ada sekitar lebih dari 1.500 

• Semua pemangku kepentingan perlu untuk membantu nelayan mendaftarkan 

kapalnya. Untuk mempermudah, pihak dinas terkait, perusahaan, dan para 

nelayan dapat berkumpul dan mengundangg Dinas Kelautan dan Perikanan untuk  

datang memberi pengarahan dan bimbingan pendaftarannya. 
 

Paparan II: Paparan II: Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudra 

Belawan 

 Paparan II disajikan oleh Ibu Mutiara (Ketua Tim Operasional PPS Belawan) dan Bapak 

Salim (Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran PPS Belawan) secara bergantian. Ibu Mutiara 

menyampaikan materi berjudul “Peran Teknis SDM Pelabuhan Pangkalan Mendukung 

Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur”. Materi lengkap bagian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Beberapa poin yang terdapat pada materi meliputi: 

• Penyampaian definisi Pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan.  

• Fungsi dari Pelabuhan perikanan – ada 9 fungsi pemerintahan dan 9 fungsi pengusaha. 

• Harus ada tim enumerator dan peranan enumerator adalah sangat penting guna 

mendapatkan data yang benar. 

• Definisi Pelabuhan pengkapalan – Pelabuhan umum tempat kapal berlabuh bersandar  

dan berangkat ( 686 pelabuhan perikanan)  

• Ada 22 UPT PP 

• Kepala UPT sebagai penanggung jawab  untuk kelancaran pelaksanaan PNPB pasca 

produksi 

• Pendataan untuk mensupport PIT ini bisa bekerja dengan mahasiswa. 

• Kepastian apakah PIT akan dimulai pada 2025 atau masih akan relaksasi baru dapat 

diketahui pada Desember 2024 

• Proses bisnis level 3 pada Kepmen KP no 43 tahun 2024. 

• Ada kapal kapal yang belum terdaftar, dalam hal ini diperlukan PPS belawan bekerja 

dengan PSDKP untuk menjaga tangkapan ilegal. 

• Sistem pendataan yang benar – memberikan bimbingan tehnis kepada enumerator guna 

memahami nama dan jenis ikan 

• Peningkatan kapasitas enumerator (misalnya untuk identifikasi jenis ikan) dapat 

melibatkan lembaga riset (misalnya BRIN) dan universitas (USU). 



• Jangan sampai salah memasukkan nama ikan karena akan menjadi temuan atau 

pengaruh ke harga produk. 

• Data yang di-input ke e-PIT (PIPP) harus yakin sebelum di-submit. Setelah di-submit 

data akan masuk ke pusat dan tidak bisa diubah lagi sebelum diverifikasi pusat. 

 

Setelah itu, materi dilanjutkan oleh Bapak Salim dengan materi berjudul “Sosialisasi 

Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan” (Lampiran 6). Beberapa 

poin dari penyampaian Pak Salim adalah: 

• Bagaimana penyelenggaraan dan siapa yang akan melakukannya. 

• Pelabuhan pangkalan – PP 11/2023 

• Penerbitan SLO, persetujuan berlayar (laporan keberangkatan) 

• Aplikasi e-PIT: STBLK dan penerbitan persetujuan pendaratan ikan  

• Ada 232 kapal memiliki ijin pusat, ijin daerah 210, izin migrasi ada 123 kapal 

 

Diskusi dan Tanya Jawab 

Pertanyaan dari peserta pertemuan: 

1. Apakah Enumerator sudah berjalan berjalan di PPS Belawan? 

Enumerator sudah berjalan di PPS Belawan 

2. Enumerator untuk nelayan kecil – bagaimana bimbingan dari dinas /PPS Belawan? 

Untuk nelayan kecil disarankan dibentuk kelompok atau asosiasi, guna 

mempermudah untuk dihimbau terkait tata cara pendataan. Diberikan bimbingan ke 

para enumerator guna mendata yang benar. Dapat juga melibatkan lembaga riset 

atau universitas untuk peningkatan kapasitas. 

3. Surat izin untuk kapal kecil perlu dibantu bagaimana pengeluarannya dan dari 

instansi mana yang akan keluarkan? 

Untuk surat izin kapal kecil dikeluarkan oleh provinsi. Perusahaan perlu membantu 

kepengurusan pass kecil, NPWP dan lain lain. Kabupaten/kota tidak bisa lagi karena 

tidak ada kewenangan. Pemerintah memiliki program tetapi belum ada support untuk 

pelaksanaan nya. Yang menjadi kesulitan adalah pengeluaran surat izin untuk kapal 

dibawah 5GT.  Kapal 5 GT+ sudah relative tidak ada masalah. 

4. Saat ini TSI (pengusaha) yang banyak membantu Nelayan untuk pengeluaran pass 

kecil dan lain lain. Bagaimana dengan nelayan kecil yang belum ada bimbingan/ 

bantuan dari pengusaha? 

Peranan kabupaten kota untuk membantu nelayan kecil (seharusnya ini tanggung 

jawab dari pemerintah bukan dari pengusaha) 

 

 Berdasarkan diskusi yang berkembang, seluruh dinas kabupaten/kota yang hadir 

memiliki permasalahan yang mirip, khususnya tentang pendataan nelayaan dan pengurusan 

perizinan (misalnya pass kecil). Syarat dokumen (misalnya NPWP dan beberapa dokumen lain) 



dirasa memberatkan bagi nelayan karena pengurusan yang memakan waktu berhari-hari yang 

mengakibatkan nelayan tidak pergi menangkap ikan. Diharapkan adanya fasilitasi dari DKP 

PemprovSU untuk menjembatani dan bersurat ke Kementerian/Dinas Perhubungan untuk 

memudahkan prosesnya.  

Jauhnya Lokasi kantor dinas dan kampung nelayan, juga ketiadaan anggaran pendukung, 

juga menjadi tantangan untuk pendampingan. Selain itu, kewenangan dinas terkait kelautan dan 

perikanan yang terbatas di kabupaten/kota juga menjadi salah satu pembatas bagi dinas 

kabupaten/kota untuk terlibat lebih jauh. Apabila nelayan kecil cukup terdaftar di kabupaten 

terdekat, maka data nelayan yang sudah memiliki surat ijin akan meningkat.  

Saran yang muncul dari sesi ini adalah untuk mengundang tim KKP dan pemangku 

kepentingan lain dalam sebuah pertemuan. Pertemuan ini menjadi sarana untuk berdiskusi dan 

mencari solusi masalah-masalah yang ada untuk persiapan sebelum diterapkannya PIT. 

 

SESI PEMAPARAN 2 (Moderator: Prawira Atmaja Tampubolon) 

Paparan IV: Fishery Improvement Program (FIP) Cumi Medan dan perannya dalam mendukung 

pelaksanaan  Penangkapan Ikan Terukur. 

 Paparan IV dibawakan oleh Ibu Rosida Idriss, ketua tim FIP Perikanan Cumi Medan. 

Dalam penyampaian materi ini, Ibu Rosida menyampaikan bahwa terdapat 7 klausul MSC 

Standard yang belum terpenuhi dan terkait dengan Rencana Pengelolan Perikanan (RPP) Cumi 

sebagai bagian dari RPP WPP 571. Creation FMP (HS & HCR), ini ketergantungan pada tim 

pemerintah. Tim FIP Cumi sudah berkomunikasi secara aktif dengan PSDI Jakarta serta akan 

bertemu ditanggal 9 Desember 2024 untuk penyerahan draft dari Rencana Pengelolan Perikanan 

Cumi beserta tata Kelola dan strategy tangkap nya (HS& HCR). Materi lengkap yang disampaikan 

pada paparan IV dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Paparan V: Peran Riset dibidang perikanan dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan 

Terukur. 

Presenter untuk paparan V adalah Dr. Ahmad Muhtadi Rangkuti, dosen di Prodi MSP, 

Universitas Sumatera Utara (USU). Dr. Ahmad menyampaikan pentingnya riset untuk penerapan 

kebijakan PIT. Beberapa informasi kunci yang dapat diperoleh dengan melakukan riset adalah: 

penentuan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota, musim 

penangkapan ikan, dan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan. Lampiran 8 memuat materi 

lengkap yang disajikan pada sesi ini. 

 

Sharing info dari pengusaha (Simon Lahengko – TSI) dan nelayan (M. Yusuf – RNPH) 

• Urusan urusan perijinan sangat menyulitkan nelayan – perlu mendapatkan pelindung 

/bantuan dari pengusaha 

• Nelayan kecil masih ada yang buta huruf dan tidak paham dengan cara daring 

• Kepengurusan dan persyaratan dengan biaya biaya. Bagaimana asuransi untuk nelayan 



Diskusi dan Tanya Jawab 

• Pak Salim menyampaikan akan ada model PIT yang diterapkan di beberapa tempat di 

Indonesia.  

• Bu Mutiara menyampaikan PPS Belawan akan siap membantu apabila ada yang 

dibutuhkan oleh FIP Cumi dalam penerbitan RPP cumi. 

• Pak Tommy (Kabupaten Asahan) menyampaikan perlu berkomunikasi dengan KKP 

Jakarta agar segera di-support terkait RPP Cumi dan program pembuatan kuota nelayan 

kecil. 

 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 Acara ditutup pukul 13.00 WIB oleh Ibu Jenny Masniari. Sebelum menutup acara, Ibu 

Jenny menyampaikan beberapa poin sebagai kesimpulan untuk ditindaklanjuti:  

• Pertemuan berjalan baik dan lancar. 

• Masalah yang ada di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara relatif sama, yaitu 

kepengurusan perizinan (termasuk pass kecil). DKP Sumut akan berkomunikasi dengan 

KKP terkait hal ini. 

• Perlunya sosialisasi dan dibuka gerai pengurusan perizinan bagi para nelayan 

• Apabila masih dibutuhkan, pertemuan PIT di sumut dan penentuan kuota akan diadakan 

kembali 

  

 
 
  



Lampiran 1. Surat undangan  
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 
  



Lampiran 2. Agenda 
 

WAKTU (WIB) AGENDA NARASUMBER 
09.15 – 09.25 Pembukaan  
09.40 – 09.45 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya DISKP 
09.45 – 10.00 Pembacaan Doa  
10.00 – 10.30 Kata sambutan oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sumatera Utara sekaligus 
membuka acara  

DISKP 

09.40 – 09.45 Foto Bersama DISKP 
09.45 – 10.00 Coffee break  
10.30 – 11.00 Paparan I: Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam 
mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur 

Kepala Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan 
Provinsi 
Sumatera Utara 

11.00 – 11.30 Paparan II: Pelaksanaan Penangkapan Ikan 
Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudra 
Belawan 

Kepala 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudra 
Belawan 

11.30 – 12.00 Paparan III: Kondisi terkini dan kelengkapan data 
pendukung pengaturan kuota untuk nelayan kecil 
(produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan 
ukuran kapal penangkap ikan, jumlah alat 
penangkapan ikan, dan jumlah nelayan) dari 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk 
mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan 
Terukur di WPP NRI 571 

Kepala Bidang 
Perikanan 
Tangkap, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan 
Provinsi 
Sumatera Utara 

12.00 – 13.00 Diskusi dan tanya jawab Moderator: 
13:00 – 13.30 ISHOMA  
13:30 – 14.00 Paparan IV: Fisheries Improvement Program (FIP) 

Cumi Medan dan perannya dalam mendukung 
pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur 

Ketua FIP Cumi 
Medan 

14:00 – 14.30 Paparan V: Peran Riset di Bidang Perikanan 
dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan 
Ikan Terukur 

Dosen dari 
Manajemen 
Sumberdaya 
Perairan, FP USU 

14:30 – 15.00 Diskusi dan tanya jawab  Moderator 
15:00 – 15.30 Kesimpulan dan penutup Kepala Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan 
Provinsi 
Sumatera Utara 

 
  



Lampiran 3. Daftar hadir  
 

   



Lampiran 4. Foto kegiatan 
 

 

 

 

  



Lampiran 5.  Peran Teknis SDM Pelabuhan Pangkalan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan 
Penangkapan Ikan Terukur  

 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

 
 
  



Lampiran 6. Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan 
Pangkalan 

 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

 
 
  



Lampiran 7. Fisheries Improvement Program (FIP) Cumi Medan dan perannya dalam 
mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur 

 

  



   

 
 



  
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
   



 
 
 
 

 
  



Lampiran 8. Peran Riset di Bidang Perikanan dalam mendukung pelaksanaan 
Penangkapan Ikan Terukur 

 

  



 
 
 

  



 
 
 

 
  



 
 
 

 


